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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2020/PA.Dp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Dompu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Desember 1959,

agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx

xxxxxx,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

KABUPATEN DOMPU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Januari 1957, agama

Islam,  pekerjaan  xxxxxx,  pendidikan  SLTA,

tempat  kediaman  di  KABUPATEN  DOMPU,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02

November  2020 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Dompu

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  840/Pdt.G/2020/PA.Dp,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

telah menikah pada tanggal 17 Juni 1978 dan telah dicatat oleh Kantor

urusan agama Kecamatan Dompu, sesuai  Duplikat  Kutipan Akta Nikah

nomor B-70/KUA.18.05.1/PW.001/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal  bersama di

rumah Tetangga selama 3 tahun di desa Wawonduru, kemudian pindah
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dan bertempat di kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana

tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami

istri (ba'da dukhul); 

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  6  orang  anak,  yang  bernama: 

1.  Jubaidah  41  tahun  (Menikah)

2.  Hanafi  39  tahun  (menikah)

3.  Usman  38  tahun  (menikah)

4.  Amirudin  36  tahun  (menikah)

5.  Nurhayati  34  tahun  (menikah)

6. Erni 25 tahun (menikah)

4.  Bahwa  sejak  Bulan  Juni  1995  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  mulai  tidak  harmonis  dan  sering  terjadi  pertengkaran  dan

perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

a. Tergugat  telah  menikah  lagi  secara  siri  dengan  wanita  yang

berbeda-beda tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;  

b. Tergugat memegang sendiri uang hasil usaha bersama dan tidak

mempercayakan kepada Penggugat; 

5. Bahwa saat ini sejak kurang lebih Bulan Oktober 2020, Penggugat dan

Tergugat pisah ranjang; 

6. Bahwa selama pisah ranjang, baik Penggugat maupun Tergugat sudah

tidak  ada  komunikasi  dan  hubungan  yang  baik  serta  sudah  tidak

menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas,

Penggugat  merasa  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  tetap

mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat; 

8. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan

damai oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat serta  tokoh masyarakat,

namun tidak berhasil; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Dompu cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menetapkan  biaya  perkara  menurut  ketentuan  hukum  dan  perundang-

undangan yang berlaku; 

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis  Hakim yang memeriksa perkara ini  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat telah hadir  sendiri  menghadap di  persidangan kecuali  pada sidang

pembacaan  putusan  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  hadir  meskipun  telah

diperintahkan untuk hadir di depan persidangan;

Bahwa Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh.

Mukrim, M.H.) tanggal 26 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan

Penggugat  selain  dari  dalil  gugatan  Penggugat  sebagaimana  pada  posita

angka 4 huruf (b) karena menurutnya, Tergugat telah memberikan uang hasil

usaha bersama kepada Penggugat;
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Bahwa  pada  tahap  replik  Penggugat  menyampaikan  secara  lisan

bahwa ia  tetap pada surat  gugatannya,  begitu  pula dengan Tergugat  dalam

dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK.

5205054112590002 tanggal  2 Februari  2012 yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan

aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah

nomor B-70/KUA.18.05. tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  urusan  agama  Kecamatan

Dompu.  Bukti  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim  dan

dicocokkan  dengan  aslinya  dan  ternyata  sesuai  serta  telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

Bahwa setelah tiga kali diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti

lainnya, Penggugat tidak pula mengajukan alat bukti apapun lagi; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  mengajukan

kesimpulan karena ketidakhadirannya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
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tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai adalah bahwa Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan wanita yang

berbeda-beda tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan pula Tergugat

memegang  sendiri  uang  hasil  usaha  bersama  dan  tidak  mempercayakan

kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  secara  lisan,  Tergugat

membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil gugatan

Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan uang hasil bersama;

Menimbang,  bahwa  dalam  tiga  kali  kesempatan  persidangan

berikutnya, Penggugat tidak mengajukan alat  bukti  apapun untuk menguatkan

dalil  gugatan terhadap alasan pokok Penggugat  dalam mengajukan gugatan

cerai;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Penggugat  dianggap  tidak  dapat

membuktikan  dalil-dalil  pokok  gugatannya,  dengan  demikian  maka  gugatan

Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sebesar RP.286000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Dompu pada hari  Kamis tanggal  07 Januari 2021 Masehi bertepatan

dengan tanggal  23 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh  Rahmat Raharjo, S.H.I.,

M.S.I sebagai  Ketua  Majelis,  Rusydiana  Kurniawati  L,  S.H.I  dan  Harisman,

S.H.I, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Muhammad  Kurniawan,

S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota 

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Harisman, S.H.I

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 160.000,00
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-  PNBP : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp                6.000,00
J u m l a h : Rp 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
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